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PUTUSAN
Nomor 83/Pdt.G/2023/MS.Tkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syariyah Takengon yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan putusan
dalam perkara Cerai Gugat, antara:

Dewi Futri, RO Binti Abdul Wahab, NIK. 1104174504770005 lahir di Atang
Jungket tanggal 05 April 1977/ umur 45 tahun, agama Islam,
pendidikan D3, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman
di Kampung Bale Atu, Kecamaatn Lut Tawar, Kabupaten Aceh

Tengah sebagai Penggugat.
melawan

Jasruddin Bin Jemalin, NIK: 1104170101640002, lahir di Takengon tanggal 01
Januari 1964/ umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan S1,
pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kampung Bale Atu,
Kecamatan Lut Tawar, Kabupaten Aceh Tengah, sebagai
Tergugat.

Mahkamah Syar’iyah tersebut.
Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.
Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di persidangan.
DUDUK PERKARA
Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 06 Februari 2023 telah
mengajukan Cerai Gugat yang didaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar’iyah

Takengon Nomor 83/Pdt.G/2023/MS.Tkn tanggal 07 Februari 2023 dengan dalil-dalil

sebagai berikut:

1. Bahwa pada Hari Sabtu tanggal 13 Desember 2008 telah dilangsungkan

perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut

hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan
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tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan
Pegasing Kabupaten Aceh Tengah, sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah
No. 10/10/1/2009 yang dikeluarkan pada tanggal 16 Januari 2009;

2. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus Janda Cerai dan Tergugat
berstatus Duda Cerai;

3. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan
berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah
tanggayang Sakinah, Mawaddah, Warahmah yang diridhoi oleh Allah SWT;

4. Bahwa setelah menikah, Penggugatdan Tergugattinggal di rumah kediaman
bersama di Kampung Bale Atu Kecamatan Lut Tawar Kabupaten Aceh
Tengah sampai dengan berpisah;

5. Bahwa dari pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua)
orang anak yang masing-masing bernama :RAFIIF IRKAAN Bin JASRUDDIN
Laki-laki Aceh Tengah, 20 Juli 2010, 2. SAUFA AMELIA Binti JASRUDDIN
Perempuan Aceh Tengah, 10 Juli 2015

6. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga
dengan Tergugat hanya berlangsung sampai 1 (satu) tahun, ketentraman
rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah setelah antara
Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara
terus menerus sejak bulan Februari tahun 2010 sampai dengan saat ini,
yang penyebabnya antara lain :

6.1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat Selalu terjadi perselisihan
paham karena tidak adanya persamaan pendapat;

6.2. Bahwa selama berumah tangga, Tergugat jarang memberikan nafkah
belanja hidup untuk memehuhi kebutuhan hidup sehari-hari;

6.3. BahwaPenggugattidak tahan lagi dengan sikap Tergugat yang egois;

6.4. Bahwa setelah 12 (dua belas) tahun Tergugat bertahan dengan
pernikahan bersama Tergugat yang jauh dari rasa tenteram, nyaman
dan bahagia dan setiap ada pertengkaran, Tergugat sering
mengeluarkan kata agar Penggugat keluar dari rumah, dimana
Penggugat bertahan karena malu untuk gagal lagi dalam berumah

tangga serta memikirkan anak-anak;
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6.5. Bahwa dengan banyaknya masalah dalam rumah tangga Penggugat
dan Tergugat yang berlarut-larut, sampai akhirnya Penggugat lemah
iman dan melakukan kesalahan dengan melakukan Chating via
WhatsApp dengan pihak ketiga, dimana hal ini diketahui Tergugat
karena Tergugat menyadap HP Penggugat. Tapi permasalahan
Chating dengan pihak ketiga sudah diselesaikan secara kekeluargaan
dan antara Penggugat dan Tergugat sudah menyatakan masalah itu
selesai serta Tergugat berjanji menghapus bukti Chating Penggugat
yang ada di HP Tergugat;

7. Bahwa puncak dari percekcokan antara Penggugat dan Tergugat terjadi
pada pertengahan bulan Oktober 2020, dimana Tergugat mengusir
Penggugatuntuk keluar dari rumah, tapi Penggugat tetap bertahan dan sejak
kejadian itu, walaupun tinggal dalam satu rumah, Penggugat sudah tidak
peduli lagi kepada Tergugat dan tidak melayani Tergugat layaknya suami istri
dan berbicarapun seperlunya saja;

8. Bahwaselamadalam masa perselisihan yang terjadi, keluarga sudah 2 (dua)
kali berupaya untuk menyelesaikan permasalahan keluarga Penggugat dan
Tergugat dengan hasil yang tidak jelas, dimana pada akhirnya Tanggal 24
bulan Mei tahun 2021 Tergugat mengantar Penggugat kerumah kakak
kandung Penggugat yang beralamat di Dusun Al Muslim Kampung Kala
Kemili Kecamatan Bebesen Kabupaten Aceh Tengah. Sehingga sejak saat
itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi tinggal satu rumah sampai
sekarang;

9. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi,
Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Penggugat
dan keluarga Tergugat juga pernah datang kerumah kakak Penggugat untuk
mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha
tersebut tidak membuahkan hasil;

10. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana
yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah
tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana maksud dan

tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
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Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Penggugat untuk

mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran

yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu
ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan

Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) dan (h) Kompilasi

Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini

dikabulkan;

12. Bahwauntuk memenuhiketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor
7 Tahun 1989 yang diubah oleh Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang
Peradilan Agama serta SEMA No. 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober
2002 memerintahkan panitera Mahkamah Syari'ah Takengon untuk
mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap
kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat
dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat
untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;

13. Bahwa oleh karena kedua anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat
tersebut di atas masih di bawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan
sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil
perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas;

14. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini
Penggugat memohon kepada Ketua Mahkamah Syari'ah Takengon cq. Hakim
yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari
persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan
diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughraa Tergugat (JASRUDDIN bin JEMALIN)

Terhadap Penggugat (DEWI FUTRI binti ABDUL WAHAB);

3. Memerintahkan panitera Mahkamah Syari'ah Takengon untuk mengirimkan

salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor

Urusan Agama di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan
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Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam
register yang tersedia untuk itu;

4. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan)
atas anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Rafiif Irkaan, laki-laki, lahir
di Aceh Tengah, tanggal 20 Juli 2010 dan Saufa Amelia, perempuan, lahir di
Aceh Tengah tanggal 10 Juli 2015;

5. Menetapkan biaya Perkara sesuai dengan Peraturan dan Perundang-
Undangan yang berlaku;

Subsider

Atau apabila Mahkamah Syari'ah berpendapat lain mohon putusan yang
seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang
menghadap secara in person di persidangan, sedangkan Tergugat setelah mediasi
tidak pernah datang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai
wakilnya/kuasanya yang sah, serta ketidakhadirannya itu tidak mempunyai alasan
yang sah secara hukum.

Bahwa pada hari pesidangan yang telah Hakim telah berusaha untuk
mendamaikan agar rumah tangganya dapat rukun kembali dan perkaranya dapat
diselesaikan secara kekeluargaan, bahkan untuk keperluan tersebut Penggugat
dan Tergugat juga telah menunjuk Mediator yaitu Fakhrurrazi, S.Ag (Hakim
Mahkamah Syariyah Takengon), namun usaha perdamaian dan mediasi tersebut
tidak Berhasil/ Gagal dalam mendamaikan kedua belah pihak disebabkan
Penggugat tetap bersikukuh ingin bercerai dangan Tergugat;

Bahwa untuk memenuhi pensyaratan mengajukan perceraian dalam status
sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil, Pemohon telah memperoleh izin dari
atasan berdasarkan Surat Izin Nomor 800/444/BKPSDM tanggal 29 Juli 2022
yang dikeluarkan oleh Kepala BKPSDM Kabupaten Aceh Tengah;

Bahwa kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dalam persidangan yang
tertutup untuk umum, diawali pembacaan surat gugatan yang isinya tetap
dipertahankan oleh Penggugat dengan perbaikan mencabut tentang hak Asuh kedua
Anak Penggugat dan Tergugat.
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Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah
mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy kartu tanda penduduk atas nama Dewi Futri, RO Binti Abdul
Wahab (Penggugat) NIK: 1104174504770005 yang dikeluarkan oleh Dinas
Pendudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Tengah, yang telah
dinazegelen oleh kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya,
selanjutnya diparaf dan diberi tanda bukti P.1.

2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah atas nama Dewi Futri, RO Binti Abdul Wahab
dan Jasruddin Bin Jemalin Nomor: 10/10/1/2009, dikeluarkan oleh Kantor
Urusan Agama Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah., tanggal 16
Januari 2009, yang telah dinazegelen oleh Kantor POS dan telah dicocokkan
dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda bukti P.2.

Bahwa Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing
sebagai berikut:

1. Ismawati, ST binti Abdul Wahab, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan
S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kampung Kala
Kemili Kecamatan Bebesen Kabupaten Aceh Tengah, di bawah sumpah,
memberikan keterangan sebagai berikut :

— Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat
adalah adik kandung Saksi.

— Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang
menikah pada tanggal 13 Desember 2008.

- Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus janda dan Tergugat
berstatus duda.

— Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di
Kampung Bale Atu, Kecamaatn Lut Tawar, Kabupaten Aceh Tengah. dan
telah di karuniai dua orang anak.

— Bahwa semula Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis
sebagaimana layaknya suami istri dan sekarang sudah tidak tinggal

serumabh lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
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— Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat
disebabkan karena Tergugat kasar dan egois serta sering membentak
Penggugat.

— BahwaPenggugatdan Tergugat telah berpisah tempat tinggal Tanggal 24
Mei 2021.

— Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling
memenuhi hak dan lewajiban sebagai suami istri.

— Bahwa pihak keluarga dan aparatur kampung sudah pernah
mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tetapi tidak berhasil.

2. Farid Wajdi bin Abdullah, umur 66 tahun, agama Islam pendidikan SLTA,
pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kampung Kemili Kecamatan Bebesen

Kabupaten Aceh Tengah, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai

berikut :

— Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat
adalah saudara sepupu Saksi.

— Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang
menikah pada tanggal 13 Desember 2008.

- Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus janda dan Tergugat
berstatus duda.

— Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di
Kampung Bale Atu, Kecamaatn Lut Tawar, Kabupaten Aceh Tengah. dan
telah di karuniai dua orang anak.

— Bahwa semula Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis
sebagaimana layaknya suami istri dan sekarang sudah tidak tinggal
serumabh lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.

— Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat
disebabkan karena Tergugat kasar dan egois serta sering membentak
Penggugat.

— BahwaPenggugatdan Tergugat telah berpisah tempat tinggal Tanggal 24
Mei 2021.

— Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling

memenuhi hak dan lewajiban sebagai suami istri.
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— Bahwa pihak keluarga dan aparatur kampung sudah pernah
mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tetapi tidak berhasil.

Bahwa Penggugat menyatakan cukup dengan bukti-bukti yang diajukannya
dan menyampaikan kesimpulan akhir secara lisan yang pada pokoknya, tetap pada
alasan dan dalil gugatan Penggugat serta mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk hal ihwal yang
tercantum dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan
dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan upaya
perdamaian, baik dalam persidangan maupun melalui mediasi, namun tidak
berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4)
Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan
Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 RBg jis Pasal 4
Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang
Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka
pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai
ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang
Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3
Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 154 Rbg jo. Pasal 82 ayat (1) dan (2)
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua
dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, hakim telah mendamaikan kedua
belah pihak yang berperkara telah dilakukan upaya damai baik melalui proses
mediasi oleh mediator maupun upaya damai yang dilakukan oleh Hakim selama

persidangan, akan tetapi upaya damai tersebut tidak berhasil;
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Menimbang, bahwa sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil, Pemohon telah
memperoleh izin atasan untuk mengajukan permohonan perceraian, maka telah
terpenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 jo. Peraturan
Pemerintah nomor 45 tahun 1990 jo. Surat Edaran BAKN Nomor 48/SE/1990;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil, maka
pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan Penggugat dalam sidang
tertutup untuk umum sesuai dengan ketentuan pasal 33 Peraturan Pemerintah
Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 80 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989
sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan Cerai
Gugat adalah antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan
pertangkaran disebabkan kekerasan dalam rumah tangga akibatnya sekarang
telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang dan selama itu pula sudah tidak
ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-
istri;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan tersebut, Penggugat
telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan akta autentik, bermeterai cukup,
telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut
telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut mengenai tempat kediaman
Penggugat, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat,
sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.1 sebagai akta otentik
mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut telah ternyata terbukii
bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Aceh Tengah, dengan
demikian Mahkamah Syariyah in casu Mahkamah Syariyah Takengon
berwenang untuk memeriksan dan mengadili gugatan Cerai Gugat yang diajukan
Penggugat (Vide Pasal 49 dan Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun
1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50
Tahun 2009);
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Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan akta autentik, bermeterai cukup,
telah dicap pos (hazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut
telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat
telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 13 Desember 2008, relevan dengan
dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat
materil, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian
yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti bahwa Penggugat
dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 13 Desember
2008 di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, hal tersebut sesuai
ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat
sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai persona standi in judicio
memiliki legal standing sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang
mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkaraini ;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Penggugat, adalah keluarga atau orang
dekat Penggugat dan atau Tergugat sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan sudah
dewasa serta sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana
diatur dalam Pasal 172 ayat (2) RBg;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Penggugat mengenai
hubungan Penggugat dan Tergugat serta mengenai keadaan rumah tangga
Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengarlangsung
dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat oleh karena itu
keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah
diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki
kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Penggugat bersesuaian dan
cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi
tersebut memenuhi Pasal 308 R.Bg. dan Pasal 309 RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan di

atas, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:
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1. Bahwa sejak dua tahun menikah antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi
perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat kasar dan egois serta
sering membentak Penggugat;

2. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan
Tergugat sudah tempat kediaman bersama sejak Tanggal 24 Mei 2021 hingga
sekarang dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak
melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya
suami isteri;

3. Bahwa, baik Hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga Penggugat dan
Tergugat sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat dan sudah ada
upaya musyawarah duakeluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat,
akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat bersikukuh ingin bercerai dengan
Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas dapat
disimpulkan fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus menerus
terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak ada harapan hidup rukun
lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa mempertahankan kondisi rumah tangga yang sudah
demikian adanya jelas tidak akan membawa manfaat, paling tidak madlaratnya
sudah nampak yaitu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mampu
berhubungan dengan baik dan rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri,
sebab perbuatan Tergugat yang sering mengancam Penggugat dengan benda
tajam, oleh karena itu jalan yang terbaik bagi kedua belah pihak adalah
perceraian, sebab apabila dibiarkan berlarut-larut tidak mustahil akan
memunculkan kemadlaratan yang lebih besar terhadap rumah tangga dan
keluarga kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa bila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan
kasih sayangnya, maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tidak akan
pernah menjadi kenyataan, bahkan kehidupan rumah tangga itu akan menjadi
belenggu bagi kedua belah pihak, keadaan itu pula menunjukkan ikatan bathin

mereka terkoyak, dan tidak ada harapan untuk rukun kembali sebagai suami istri;
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Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Hakim
berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah
tidak harmonis dan sudah pecah karena telah terjadi perselisihan dan
pertengkaran terus menerus yang sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan
dalam satu rumah tangga sehingga mempertahankan rumah tangga yang
demikian tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang
dikehendaki dalam Al-Quran Surat Ar-Rum: 21 dan Pasal 1 Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum
Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz Il halaman 290 yang diambil
alih menjadi pertimbangan Hakim sebagai berikut;

dae Loty Y o) L @M Slpol enl ) gl @Bl e s o e G
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Artinya : “bahwa istri boleh menuntut cerai kepada hakim apabila dia mengaku
selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga
hal tersebut dapat menghalangi keberlasungan hubungan suami istri
antara mereka berdua”;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi salah satu
alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2)
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah
Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di
atas dan Penggugat belum pernah dijatuhi talak, maka petitum gugatan
Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat
terhadap Penggugat tersebut telah beralasan dan tidak melawan hukum serta
memenuhi Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu
patut dikabulkan;

Menimbang bahwa talak satu ba’in sughra merupakan talak yang
dijatuhkan oleh Hakim atas permintaan seorang isteri, yang mana akibat hukum
dari talak satu ba’in sughra adalah antara suami dan isteri tidak dapat hidup

bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;
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Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka
berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang
Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3
Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun
2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum

Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.

2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Jasruddin Bin Jemalin)
terhadap Penggugat (Dewi Futri, RO Binti Abdul Wahab).

3. Membebankan Penggugat membayar biaya perkara ini sejumlah Rp
570.000,00 (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 8 Maret 2023 Masehi
bertepatan dengan tanggal 16 Sya'ban 1444 Hijriah oleh Drs. Taufik Ridha
sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam
sidang terbuka untuk umum oleh Hakim beserta para Hakim Anggota tersebut,
dan didampingi oleh Fazilah Febriana, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan
dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,
dto
Drs. Taufik Ridha
Panitera Pengganti,
dto
Fazilah Febriana, S.H.

Perincian biaya:

- Pendaftaran :Rp 30.000,00
- ATK Perkara :Rp 50.000,00
- Panggilan 'Rp 450.000,00
- PNBP 'Rp. 20.000,00
- Redaksi 'Rp 10.000,00
- Meterai :Rp 10.000,00
Jumlah ‘Rp 570.000,00

(lima ratus tujuh puluh ribu rupiah).
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